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ARTKEL
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HIMBAUAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
DI BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA SUKABUMI
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A. Pendahuluan

Walikots Sulkabimi
mengeluarkan surat edaran dalam
rangka menindaklanjuti  Peraturan
Presiden Nomor 22 Tahun 2009
entang Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi l'angan
Berbasis Sumber Tlava Lokal. Ial
tersebut  dihimbau  untuk BETETA
melaksanakan penganekaragaman
konsumsi pangan dengan
menyediakan makanan ringan alau
snack berbahan bako lukal, non beras
dan non lerign dalam setiap kegiatan
pertemuan atau rapatrapat dinas
yang sehari-hari dilakukan, kemudian
dihimbau melaksanakan program
e Day Mo RBrce” tidak
mengkonsumsi nasi dalam satu hari
vang dilaksanakan setiap hari kamis
sebagai contoh baik untuk
masyarakat, dan turul serta
mensosialisagikan penganekaragaman
pangan lakal dalam rangka
meningkathkan  daya  saing  dan
menjadikan  pangan  lokal  sebagai
“Tuan Rumah di Negerinya”.

Dine Meigawati & Melawali
dinemeiga w_-:t_l_i@gmclﬂ_tmn

Tosen dan Mahasiswa Administras
Publik Universitas Mubammadiyah
Sukabumi
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grir R S LR RS SRl T
TET W7 e s e o ¢ Lkt
Sepault i dane o adanya
himbauan  Walikoky,  belum. ada

perkembangan socara sigaidikan
Bahwa kebijakan it swdah Tevalan
sevara vhektll dan efisien. Partisiphs
masvarakal seleku sasaran ulama abari
kebijakan bsa
diteraphan dalem keludupan selar-
har,  kesadaran  masyarakal
Lelum  memahami bahwa  pangan
merupakan  kebutuhan  dasar yang
merupakan salah satu faktor penentu
kualitas sumberdaya manusia. Faktor
pencity muly - pangan adalah

keanekaragaman  (diversifikasi) jenis

torsebul biluen

juira

pangan, keseimbangan gizi  dan
keamanan pangan.
Ketidakseimbangan givi  akibat
kopsumsi  pangan  yang  kurang

beranckaragam yang akan berdampak
pada timbulnya masalah gizi, baik
gizi kurang maupun gizi lebih.
Disamping i,  kondisit
sumberdaya  lokal yang  hidak
memadai, contohnya seperti
lahan  sawah  yang  semakin
berkurang, schingga ketersediaan
pangan lokal masih mengandalkan
distribusi dari tempat lain. Peran
pemerintah sebagai implementor dari
kebijakan tersebut berusaha mencari
jalan keluar dengan cara
mensosialisasikan pemanfaatan lahan
sawah bagi yang memiliki untuk
ditanami pangan lokal seperti jagung,
ubi, talas, dan lain- lain serta bagi
yang tidak memiliki lahan sawah
disarankan untuk memanfaatkan
pekarangan rumah dengan menanam
pangan lokal mavpun sayuran dan

saja

rempah-rempal dengan cara
mengeunakan pipa.
Keanekaragaman s

cakupan pangan di Kota Sukabumi
masih  merupakan  masalah  yang
harus kita hadapi saat ini dan masa
yang akan datang, Sampal saat ini
bahan pokok utama yang masih
dikonsumsi  bertumpu pada beras,
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tersebub selit dieraphan baena
et keluasaan
Kebutuhan Subagan keed pencuduk
Koty Sukabuny T konsumE

PvEan heras

[ral

~adah it

pobalk Lapi
A Favirva
{singzong). Kecendeiongan saat i
adalab masih banvakova masyarikat
bertunpu pada bahan pangan beras
bahkan terigu yang bukan kemoditi
pangan lokal tetaps merupakan bahan
pangan import, schingga persoalan
kernkupan pangan dan  ketahanan
pangan sangal rendab.

Borbagai cara yang dilakukan
IJinas Pertanian, Perikanan  dan
Ketahanan Pangan dilakukan
bertujuan bahwa minimal masyarakat
peduli terhadap gizi, import beras

(IR

A lomoddati
e £Lr

dan memahami pentingnya
penganckaraaman  pangan. Namun
yang lerjadi  masih  banyaknya

masyarakal yang mengetahui namun
tidak mencrapkan hal tersebut, serla
penyampaian infonmasi yang diwakili
oleh kader atau tokoh masyarakal
vang tidak disampaikan kembali
kepada msyarakat yang  tidak
menghadiri sosialisasi tersebut, Faktor
kebiasaan  terhadap nasi  dan
kemalasan untuk menanam dengan
memanfaatkan lahan tidak dipungkiri
lagi karena mindse! masyarakat yang
berpikir bahwa sudah ada yang instan
mengapa harus repot-repot membuat
yang sulit Schingga implentasi
tersebul sulit diterapkan.
Ketergantlungan pangan dari
impor dan ketidakmampuan  suatu
bangsa mencapai kemandirian
pangan akan menyebabkan ketahanan
nasional lerganggu. Secara umum,
Indonesia masih merupakan negara
importir pangan, Fakta menunjukkan
hahwa saat ini kita kembali menjadi
importir pangan,  walaupun pada
orde baru setelah tahun 1984 berhasil
mencapal swasembada beras. Namun
pada tahun 1998 kembali mengalami




krisis pungan hoper bivas bakbkan
pernah - mencapal pundeknva  pada
fabin 1598 aeliesar S8 jata toi oan 4
juta lon pada tahuan 19 waps

memnbnat Indemesia mengach iportie
beras terbesar i dunia.  Indonesia
ga masih rutin menjadi  importn
pula dengan tingkat kélergantungan
pada . ampor mencapal 30% dan
permah menjadi nomor dua imporhr
lerbesar didoma setelah Rusia,
Padahal kita pernab menjadi eksportir
sula terbesar kedua didunia pada
Ladyun 1930-an.

Reformasi politik di Indenesia,
pangan menciptakan
rancang bangun polibk pangan yvang
lebibh baik; schingga melahirkan:
"Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Kebijakan Dercepatan
Penganckaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis  Sumber [Daya  T.okal”,
Ketahanan Pangan adalah keondisi
terpenuhinya  pangan bagi rumah
tangra yany tercormin dari
ketersediaan  pangan  yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman,
merala dan lerjangkau.

Dari hasil observasi awal,
peneliti menemukan berbagai
tenomena masalah yaitu komunikasi
vang dilakukan Bidang Ketahanan
Pangan Kota Sukabumi belum
beralan ekeftif baik intern maupun
ekstern. Hal demikian dicontohkan
dengan kurangnya koordinasi antar
pegawal  serta sostalisasi
masyarakat mengenai pemahaman
akan pentingnva keragaman pangan
yang belum maksimal lerpenuhi.
Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan
seminar khusus mengenai ketahanan
pangan serta saal kegiatan-kegiatan
bersama masyarakat. Snsializas
tesebut ditujukan kepada perwakilan
tokoh masyarakat dan OPD di Kota
Sukaburmli.

bertujuan

kepada-

Namun opada Renvatasanya

banvak  masvarakal
belum  memahanu dan  mengetiln

|.JL']‘:tII'IIE:'l]'I}'.'I

miasthy vang
Lerabim
serla
masith Lanvak dinas dinas di Kota
Sukabumi vang belum menerapkan
kebiiphan  tersebul Khusoseys  di
Bidang Kelabanan  Pangan Kota
Sukabumi.  Sumber dava Bidang
Fetshanan Fangan Kota Sukabumi
belum memadal dikarenakan sumber
daya pegawainya masih kekurangan
pegawai 2 orang. Sikap para pegawai

|"|1"'|'Il.i-‘1'.-'| I‘.H"L:.-'il .'lJ};i:'I Han ]:!uii"l:!l.'l.l'!l,

mengenai  pelaksanaan  kebijakan
tersebut masith ragu namun terus
berusaha dijalani dikaremakan

himbauan Walikota Sukabumi yang

harus  dilindaklanjuti  dan  segera
dilaksanakan, clilihat dari
Kepegawaian, Bidang Ketahanan

TFangan masih kurangnya pegawai
sehingea terjadinya lumpang tindih
pekerjaan  serta kerjasama  dan
koordinasi masih kurang terjalin.

Fokus masalah dari penelitian
ini mengenai Implementasi Kebijakan
Himbauan Penganekaracaman
Konsumsi  Pangan  di Bidang
Ketahanan Pangan Kota Sukabumi
beserta taktor-faktor penghambat dan
pendukungya.

Pertanyaan pokok penelitian
ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Implementasi
Kebijakan llimbauan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan di Bidang Ketahanan
Pangan Kota Sukabumi?

b. Apa faktor-faktor penghambat
serta  pendukungnya  dari
implementasi kisbijakan
Himbauan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan di Bidang
Kelahanan Kota
Sukabumi?

Pangan



B. Tinjauan Nustiaka

ST I 0K sederhana
Prpthementast Liso siarlibane selaeai
penerapaty) peliksansan
Frigprlomen b meripakan SEra i
tndakan  atau pelaksanaan  dari
sebuah rencana vang sudah disnson
secara  matang wan  lesperici. Jadi
I plementasi Lebijakan pralilik
merspakan YA untuk

mereslisasikan suatu kepulusan atau
kesepakatan yang  lelah  ditetapkan
sebelumva (Tachjan 2006:xi0).

Kebijakan publik merupakan
rangkaian keputusan yang
mengandung Konsekuensi moral yvang
didalamnya adanva keterikatan akan
kepentingan  rakyat  banvak dan
keterikatan terhadap tanah air atau
tempal dimana yang bersanghutan
berada.  Hal  ini seyogyanya
direfleksikan dalam perilaku aparat
sebagal penyelenggara, dan adanya
interaksi antara penguasa dengan
rakyat. Maka pertanggung jawaban
dari seorang administrator publik
adalah  mencakup  perlanggung
jawaban  birokratis, pertanggung
jawaban legal, pertanggung jawaban
profesional,  perlanggung jawaban
politis, dan pertanggung jawaban
religius.

Unsur-unsur implementasi
kebijakan yang mutlak harus ada
ialah: (1) unsur pelaksana
(implementor), (7) adanya program
vang akan dilaksanakan, (3) target
groups” (Abdullah & Smith dalam
Tachjan, 2000:26).

Implementasi kebijakan publik
akan lebih mudah dipahami apabila
mengeunakan sonatu  model  atan
kerangka pemikiran terfentu. Suatu
model akan membenkan gambaran
kepada kitn secara bulat lengkap
mengenai suatu objek, siluasi, alau
proses. Komponen-komponen apa
saja yang terdapat pada objek, sifuasi

atau  proses tersebul,  Bagaimana
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komponen itn sain dengan vang
levinaya:

Mo Lo paleprienvtas
Kebiyakan vang  dikemukakan  aleh
Ldward L1 (Felvs ardd TR,

dipengaruhi oleh 2 varabel vaitin
Eomunikasi;
S ber elinea;

&
.
c. Disposisy

d.  Struktur bivokrasi;

kerja  hebijakan
publik akan ditentukan oleh beberapa
variabe| scbagai berikut:

* Kerangka

8. Tujuan yang akan dica pai

b, Suatu kibijakan vang
mung&ndung h'-r'hagﬂi vanas
rilai

€. Sumberdaya yang mendukung
kebijaken

d. Kemampuan akkor vang
terlibat  dalam  pembuatan
webijakan.

e, Lingkungan yang mencakup
lingkungan sosial
f. Swategi yang  digunakan
untuk mencapai tujuan
Proses  analisis  kebijakan
publik adalah serangkaian aklivitas
intelektual yang dilakukan dalam
proses kegiatan yang bersifat politis.
Aktivitas politis lerscbut nampak
dalam serangkaian kegiatan yang

mencakup  penyusunan  agenda,
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,
implementasi kebijakan, dan
penilaian  kebijakan.  Sedangkan
aktivitas perumusan masalah,
Jorecasting, rekomendasi  kebijakan,

monitoring, dan evaluasi kebijakan
adalah aktivitas vang lebih bersifat
intelektual.
Karakter

kcbijﬂkan publik
beriknt;

3. Setiap kebijakan publik selalu
memiliki tujuan.
Setiap kebipkan publik selalu
termuat dalam hukum positif.

dalam
sebagai

utima
adalah
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mampuomenerapkan kelifakan serty

program-program  bevsebol  dalam
keludupan sehani-har
2. bumber Dava

Syaral |wrmalannva suatn

PHEANISAS] adalah Eepeanilikan

[
sumberdaya

terhadap  sumberdaya,  Feward
mengkalegorikan
organisasi terdin dasi staff, informasi,
wewenany dan fasilitas.

sumber dava pegawar bidang
ketahanan pargan belum memenubi
Standar dan belum seimbang, Hal ini
dibuktikan dengan  pendapat dari
Kepala Bidang Ketahanan Pangan
Kota Sukabumi bahwa:

“pegawai disini terdapat  /

Orang pezawai Bidang

ketahanan  Pangan. Pegawai

belum mencukupi karena dari

segi tugas dan beban belum

memadai. Namun  dari sisi
pemerintah diharuskan
ramping  lapi kaya akan

kuoalitas, wilayah kota lebih
sadikit dibanding kebupaten
dengan jumlah penduduk di
kota sekitar 300,000 lebil jadi
anlar pegawai dan masyarakat

memang  tidak  seimbang
namun insha allah
dimaksimalkan”.

3. Disposisi

Sikap para pegawai mengenai
pelaksanaan kebijakan terscbutl masih
ragu namun selalu berusaha dijalani.
Bidang Ketahanan Pangan dan
scluruh OPD yang  terkait sclalu
menganggap kebijakan ini sangatlah
penting uniuk diterapkan, namun
keyakinan akan keberhasilan
kebijakan terscbut masih diragukan
Karena sufitnya menum buhkan
pemahaman masyarakat terhadap
penganckaragaman pangan.

B0

4. Strubdor Birokiras:

Strokotiy Acdalaly
Rarabderisiils, marmna-m ma:alan |."-L_1|.I-

ek huibaegan vang terads beruldhye

bBirokras

wlang didam Badav-badan skseki
[rark
petensml manpun pvata denesar A
W inereka mithiki dalam
menjalankan kelwakan. [3libal dari
Strik b Eopesawatan Bidang
ketahanan Pangan masih kekurangan
pegawal 2
terjadinva lumpang Lindih pekerjaan
yang seharusnya dilakukan oleh 2
orase tersebul, serta Kerjasama dan
koordinasi  masih - korang  terjalin,
Kepala  buiang  Ketahanan Pangan
mengungkapkan "setiap scksi ku rang
terfokus terhadap penganckaragaman
kensumsi pangan ini, karena mereka

vang - mempunvid hobungan

orang, schingga  masih

mempunyal  tugas  masing-masing
vang  harus  diselesaikan”.  Dan
pendapal ini penelit

mengimierpretasikan  bahwa k trrang

kerjasamanya  terhadap  himbauan
penganekaragaman pangan
dikarenakan  masing-masing  lebih

memfokuskan pada tugas yang lain,

E. Kesimpulan dan Saran
Implementasi Kebijakan
Himbauan Penganekaragaman
Konsumsi  Pangan i Bidang
Ketahanan [Pangan Kota Sukabumi
belum  berjalan  sesuai  dengan
harapan. Dikarenakan terdapat empat
faktor yang mempengaruhi
terhambalnva implementasi tersebut
yaitu faktor komunikasi, faktor
sumberdaya, faklor disposisi, dan
faktor struktur birokrasi yang saling
berhubungan satu sama lainnya dan

berkailan secara stimulan. Faktor
vang paling berperan dan
menghambat attalah taktor
komunikasi  yang  masih  kurang

dijalani oleh pihak Brdang Ketahanan
Pangan Kota Sukabumi,




Adapun sman penelin aga
kergaman  komsumsi
pangaidi Kory Sukabuoi adalaly

i Dibiadnva

Frcipranye
perda sebaga

acian pemerintak LipifLl
mengimplementasikan
sebifakan penganekaragaman
KONSuImsi pangan.

b Menerapkan dan mentertibkan
program  penganekaragaman

pangan dan Owae Pay No Rioe

gung  membantu  pemerintah
dalam  meminimalisic import
lreras.

c. Melakukan sosialisasi secara
merala dan kerjasama antar

pegawai Bidanp Ketalanan
Pangan  ehih ditingkatkan
dalam kebijakan
penganckaragaman  konsumsi
pangan,
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